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PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR …… TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,
Menimbang :
a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
b. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun serta menekan angka Anak Tidak Sekolah, diperlukan upaya yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan;
c. bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan secara optimal sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif;
d. bahwa Anak Tidak Sekolah merupakan permasalahan strategis daerah yang memerlukan penanganan berbasis data yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran;
e. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi setiap anak serta menurunkan angka Anak Tidak Sekolah secara signifikan, diperlukan pengaturan yang komprehensif, operasional, dan berorientasi pada hasil;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Wajar 13 Tahun serta Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
Mengingat  :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Sumedang.
5. Wajib Belajar 13 Tahun yang selanjutnya disebut Wajar 13 Tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia selama 13 (tiga belas) tahun yang meliputi 1 (satu) tahun pendidikan prasekolah, 9 (sembilan) tahun pendidikan dasar, dan 3 (tiga) tahun pendidikan menengah.
6. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang tidak sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan formal maupun nonformal.
7. Kategori Anak Tidak Sekolah meliputi:
a. anak yang tidak pernah bersekolah;
b. anak yang putus sekolah; dan
c. anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
8. Anak Rentan Putus Sekolah adalah anak yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah karena faktor ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, atau geografis.
9. Data Anak Tidak Sekolah (Data ATS) adalah data yang memuat informasi by name by address mengenai anak tidak sekolah yang disusun secara akurat, mutakhir, terpadu, dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.
10. Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah adalah tim lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang dibentuk oleh Bupati untuk mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS secara terpadu.
11. Intervensi adalah tindakan atau program yang dilakukan secara terencana dan terukur untuk mencegah terjadinya anak tidak sekolah serta mengembalikan anak tidak sekolah ke dalam layanan pendidikan.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan dan peran dalam pelaksanaan Wajar 13 Tahun serta pencegahan dan penanganan ATS.

Pasal 2
1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Wajib Belajar 13 Tahun serta pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah;
b. menjamin keberlangsungan pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun;
c. mencegah terjadinya Anak Tidak Sekolah;
d. menangani Anak Tidak Sekolah secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan; dan
e. memperkuat tata kelola serta koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

BAB II
ASAS, RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 3

1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan berdasarkan asas:
a. partisipatif;
b. transparansi;
c. akuntabilitas;
d. keadilan; dan
e. berkelanjutan.
2. Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun serta pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.Bagian Kedua


Ruang Lingkup 
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyelenggaraan Wajib Belajar 13 Tahun;
b. pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
c. peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan;
d. pendanaan;
e. pemantauan dan evaluasi; dan
f. pelaporan.

Bagian Ketiga
Sasaran 
Pasal 5

1. Sasaran dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. anak usia pendidikan anak usia dini;
b. anak usia pendidikan dasar;
c. anak usia pendidikan menengah; dan
d. anak tidak sekolah.
2. Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi:
a. anak dari keluarga kurang mampu;
b. anak rentan putus sekolah;
c. anak yang tinggal di wilayah dengan akses pendidikan terbatas; dan
d. anak dengan kebutuhan khusus.

BAB III
PELAKSANAAN WAJAR 13 TAHUN
Pasal 6

1. Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis data.
2. Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
b. pemerataan akses pendidikan pada seluruh wilayah;
c. peningkatan mutu layanan pendidikan;
d. penguatan peran keluarga dan masyarakat; dan
e. pemanfaatan data pendidikan untuk perencanaan dan pengendalian.
3. Pemerintah Daerah wajib menyediakan akses minimal layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
4. Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun diprioritaskan pada wilayah dengan angka Anak Tidak Sekolah tinggi dan wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.
5. Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun diukur melalui indikator kinerja paling sedikit meliputi:
a. angka partisipasi sekolah;
b. angka kelulusan dan keberlanjutan pendidikan; dan
c. penurunan jumlah Anak Tidak Sekolah.

Pasal 7
1. Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata.
2. Dalam menjamin pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar;
b. menjamin ketersediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
c. memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu;
d. memastikan tidak adanya hambatan biaya dalam akses pendidikan dasar dan menengah;
e. mengembangkan layanan pendidikan alternatif bagi wilayah dengan akses terbatas; dan
f. mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Pemerintah Daerah melakukan pemetaan akses pendidikan secara berkala berbasis data untuk memastikan keterjangkauan layanan pendidikan.
4. Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penentuan prioritas kebijakan dan intervensi pendidikan.
BAB IV
PECEGAHAN ANAK TIDAK SEKOLAH
Pasal 8

Pencegahan Anak Tidak Sekolah
1. Pencegahan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berbasis data.
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. deteksi dini terhadap anak berisiko tidak melanjutkan pendidikan berdasarkan data satuan pendidikan dan data desa/kelurahan;
b. pemantauan kehadiran peserta didik secara berkala pada satuan pendidikan;
c. identifikasi anak rentan putus sekolah berdasarkan faktor ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan geografis;
d. penguatan layanan pendidikan yang inklusif dan mudah diakses;
e. penguatan kapasitas satuan pendidikan dalam melakukan pencegahan putus sekolah; dan
f. peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
3.  Pemantauan kehadiran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
a. pencatatan kehadiran harian oleh satuan pendidikan;
b. pelaporan berkala kepada Dinas Pendidikan; dan
c. penelusuran terhadap peserta didik dengan tingkat ketidakhadiran tertentu.
4.  Dalam hal ditemukan peserta didik dengan risiko tinggi tidak melanjutkan pendidikan, dilakukan intervensi dini berupa:
a. kunjungan rumah;
b. pemberian bantuan pendidikan;
c. pendampingan oleh satuan pendidikan dan/atau perangkat daerah terkait; dan
d. fasilitasi akses layanan pendidikan yang sesuai.
5.  Pencegahan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan melalui koordinasi antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB V
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

Pasal 9

1. Penanganan Anak Tidak Sekolah dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. pendataan;
b. Penjangkauan;
c. pengembalian; dan
d. pendampingan.
Pasal 10

1. Pendataan Anak Tidak Sekolah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
a. satuan pendidikan;
b. pemerintah desa/kelurahan
c. pemerintahan kecamatan; dan
d. intansi terkait.
3. Mekanisme pendataan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mencakup verifikasi, validasi dan sinkronisasi dengan memperhatikan keamanan pemanfaatan data.

Pasal 11

1. Intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah dilakukan melalui:
a. pengembalian ke satuan pendidikan formal; dan/atau
b. layanan pendidikan nonformal.
2. Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak.






BAB VI
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12
1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan Wajar 13 Tahun, pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.
2. Dinas Pendidikan bertanggung jawab:
a. menyusun kebijakan teknis;
b. melaksanakan program Wajar 13 Tahun;
c. melakukan pencegahan dan penanganan ATS; dan
d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan; dan
e. melakukan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 13

Perangkat Daerah terkait berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, antara lain:
a. perangkat daerah bidang sosial dalam penanganan aspek kesejahteraan;
b. perangkat daerah bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan peserta didik;
c. perangkat daerah bidang kependudukan dalam penyediaan data; dan
d. perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Peran Pemerintah Desa/Kelurahan, Masyarakat, dan Swasta
1. Pemerintah Desa/Kelurahan berperan dalam:
a. melakukan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
b. melakukan pendataan Anak Tidak Sekolah secara by name by address;
c. mendorong anak kembali bersekolah;
d. mendukung pelaksanaan program pendidikan di wilayahnya; dan
e. berkoordinasi dengan Tim Koordinasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.
2. Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun serta pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah melalui:
a. pemberian bantuan pendidikan;
b. penyediaan program pendampingan; dan/atau
c. dukungan terhadap kegiatan pendidikan lainnya.




BAB VII
PENDANAAN
Pasal 15

1. Pendanaan pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun serta pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
a. wilayah dengan angka Anak Tidak Sekolah tinggi; dan
b. kelompok sasaran prioritas.
3. Pengalokasian pendanaan dilakukan berbasis kinerja dan capaian indikator penurunan Anak Tidak Sekolah.

BAB VIII
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu
Pengendalian dan Evaluasi
Pasal 16

1. Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
2. Bupati menugaskan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala kepada Tim Koordinasi.
3. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan program;
c. hasil intervensi; dan
d. capaian indikator kinerja.
4. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
a. penurunan jumlah Anak Tidak Sekolah;
b. peningkatan angka partisipasi sekolah; dan
c. peningkatan keberlanjutan pendidikan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelaporan
Pasal 17
1. Tim Koordinasi menyampaikan laporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. jumlah dan profil Anak Tidak Sekolah;
b. hasil pelaksanaan program dan intervensi;
c. capaian indikator kinerja; dan
d. rekomendasi kebijakan.
3. Bupati menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal	 16 Maret 2026
BUPATI SUMEDANG,
							       
							       ttd 

DONNY AHMAD MUNIR




Diundangkan di Sumedang pada tanggal   16 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd 

TUTI RUSWATI 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR .....


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


.....................................................................
NIP. ...........................................................
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